
K Rp K Rp
1 2 4 5 18

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase dokumen perencanaan 

yang di susun dan dilaksanakan

100 

Persentase

33 

Persentase

Persentase dokumen perencanaan 

yang di susun dan dilaksanakan

100 Persen 33 Persen

2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten/Kota

1 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 

Kabupaten/Kota

jumlah dokumen telaahan, kebijakan yang 

telah mengakomodir

RPPLH Kab/Kota

1 dokumen Rp. 241.324.154,07 1 dokumen Rp. 11.997.200

Terkendalianya pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

hidup

2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pemenuhan terhadap baku 

mutu lingkungan (air dan udara)

69 Persen Rp. 3.711.040.687,79 66,5 Persen Rp. 468.728.997

2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

2 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, 

Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan 

hidup dilaksanakan terhadap media 

tanah, air, udara dan laut

5 Dokumen Rp. 1.095.647.050 1 Dokumen Rp. 105.647.050

3 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, 

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan 

sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca 

dari sektor lingkungan hidup yang 

dilaksanakan

5 dokumen Rp. 1.399.226.755,83 1 dokumen Rp. 212.121.700

4 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian 

parameter kualitas lingkungan dan 

dokumen mutu yang dilaksanakan

5 dokumen Rp. 241.757.870,66 1 dokumen Rp. 150.960.247

Meningkatnya Tutupan Lahan 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Persentase Wilayah Keanekaragaman 

Hayati dalam Kabupaten

75 

Persentase

Rp. 34.375.618.442,58 75 

Persentase

Rp. 7.046.515.910

RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

Tahun 2022

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 

Tahun 2022

Rp. 2.276.526.180,22 Rp. 11.997.200Terkendalinya Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup

2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

3 6 8

N
o

Sasaran Kode

Urusan / Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan 
Program / Kegiatan / Sub 
Kegiatan

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / Sub 
Kegiatan (Output)

Target Akhir Tahun 
RPJM/Renstra

Keterangan



2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota

5 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang dikelola lingkup 

kewenangan Kabupaten/Kota

110 Ha Rp. 24.671.428.990,84 110 Ha Rp. 5.209.195.656

6 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Keanekaragaman Hayati

Jumlah sarana dan prasarana 

keanekaragaman hayati yang dikelola

29 unit Rp. 

9.045.653.629,190001

27 unit Rp. 1.837.320.254

Terkendalianya pencemaran 

dan kerusakan lingkungan 

hidup

2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN 

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH)

Ketaatan penangung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap izin 

lingkungan, izin PLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah

12,5 

Persentase

Rp. 906.173.492,76 16,67 

Persentase

Rp. 171.399.600

2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 

Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 

PPLH

Jumlah Rekomendasi dan/atau 

Persetujuan Teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat Kelayakan 

Operasi yang

Diberikan

12 dokumen Rp. 184.364.900 10 dokumen Rp. 14.364.900

8 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang 

Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang 

Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, 

Persetujuan Lingkungan, Surat 

Kelayakan Operasi oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

17 Laporan Rp. 410.813.892,76 15 Laporan Rp. 72.640.000

Meningkatnya Tutupan Lahan 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),

Persentase penetapan Hak MHA terkait 

PPLH

20 Persen Rp. 239.502.798,71 20 Persen Rp. 50.000.000

2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA 

yang terkait dengan PPLH

9 2 11 07 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, 

dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional 

dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA terkait dengan 

PPLH

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, Penyediaan Data dan 

Informasi Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA 

Terkait dengan

PPLH

5 dokumen Rp. 126.493.966,05 2 dokumen Rp. 21.703.800

Meningkatnya Tutupan Lahan 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

Persentase penghargaan yang 

diterima oleh masyarakat

100 Persen Rp. 259.500.320,13 33 Persen Rp. 50.000.000

2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan 

Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ 

Filantropi dalam Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang dinilai 

kinerjanya dalam rangka PPLH

26 Entitas Rp. 224.442.720,13 4 Entitas Rp. 14.942.400

Terkendalianya pencemaran 

dan

2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase penanganan pengaduan 100 

Persentase

Rp. 426.305.727,02 100 

Persentase

Rp. 75.000.000



2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di 

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

11 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap 

PPLH Kabupaten/Kota yang 

ditindaklanjuti/ditangani

9 kasus Rp. 214.956.000 2 kasus Rp. 22.976.000

Meningkatnya pelayanan 

pengelolaan

2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase sampah terkelola 82 Persen Rp. 47.822.529.059,42 75 Persen Rp. 9.821.571.630

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah

12 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah 

Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Kabijakan dan Strategi 

Daerah Pengelolaan Sampah 

Kabupaten/Kota yang Disusun dan 

Ditetapkan

2 dokumen Rp. 188.166.350,92 2 dokumen Rp. 14.930.650

13 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan 

Pembatasan, Pendauran Ulang dan 

Pemanfaatan Kembali

Jumlah Laporan Hasil Pengurangan 

Sampah dengan Melakukan 

Pembatasan, Pendauran Ulang dan 

Pemanfaatan Kembali

20 Laporan Rp. 636.801.617,86 13 Laporan Rp. 8.276.050

14 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan 

Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah 

di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah Sampah yang Dipilah, 

Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses 

Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

6.981 Ton Rp. 36.322.965.533,33 6.263,51 Ton Rp. 7.041.587.330

15 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 

Pengelolaan Persampahan

Jumlah Kelompok Masyarakat atau Para 

Pihak Lainnya yang Terlihat Aktif dalam 

Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis

4 Kelompok Rp. 1.498.749.361,23 3 Kelompok Rp. 1.466.761.600

16 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Penanganan Sampah untuk Kegiatan 

Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,

Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir

1 Unit Rp. 1.825.421.974,05 1 Unit Rp. 1.290.016.000

X
X XX

Meningkatnya niali SAKIP 

perangkat

daerah

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Terwujudnya pelayanan administrasi 

perkantoran yang

berkualitas

80 Persen Rp. 34.676.746.116,99 80 Persen Rp. 6.477.565.203

X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

17 X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2 dokumen Rp. 184.629.050 2 dokumen Rp. 31.349.050

18 X XX 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

5 Laporan Rp. 59.831.800 5 Laporan Rp. 8.955.700

X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

19 X XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah     Orang     yang     Menerima     

Gaji     dan Tunjangan

ASN

41 

orang/bulan

Rp. 26.994.165.454 41 

orang/bulan

Rp. 4.358.606.105

X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah



20 X XX 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah     Paket     Peralatan     dan     

Perlengkapan

4 Paket Rp. 250.261.430 4 Paket Rp. 50.263.400

21 X XX 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah    Paket    Bahan    Logistik    

Kantor    yang Disediakan

3 Paket Rp. 209.370.400 3 Paket Rp. 38.760.700

22 X XX 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

2 Paket Rp. 63.537.815 2 Paket Rp. 10.589.700

23 X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah laporan hasil rapat koordinasi 7 Laporan Rp. 894.927.925 7 Laporan Rp. 85.932.400

X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

24 X XX 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

1 unit Rp. 135.000.000 1 unit Rp. 35.000.000

X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

25 X XX 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa   

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang Disediakan

3 Laporan Rp. 692.540.000 3 Laporan Rp. 138.508.000

26 X XX 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah    Laporan    Penyediaan    Jasa    

Pelayanan Umum

Kantor yang Disediakan

30 Laporan Rp. 3.409.189.568 30 Laporan Rp. 584.748.848

X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

27 X XX 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

3 Unit Rp. 6.296.760.633,99 3 Unit Rp. 1.133.951.300

Nunukan, 07 Januari 2022

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:


